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ABSTRACT

Prostitution is one of the acts of sexual violence against women that
culminates in class society, and prostitution is usually carried out by exchanging
bodies or having sex (sex) with some money or other tools as a means of buying and
selling transactions. Another definition of prostitution‘is.a form of sexual intercourse
treatment without'a marriage bond with _a.certain description, namely to anyone
openly and almost always with a reward or payment. Goad for intercourse to other
sex that provides the satisfaction desired by the person concerned. The regulation of
prostitution prevention activities is basically regulated in more detail in Regional
Regulations_in Indonesia. The;regulation on the _prevention of prostitution in the
jurisdiction of Pekanbaru:City is regulated in Regional Regulation Number 5 of 2002
concerning Public Order.

As for the main problem in this study, namely 1, What are the Factors of
Prostitution Practices in Pekanbaru City. 2. What are the Efforts of Government
Officials in Combating Prostitution Practices in Pekanbaru City.

This research is seen from its type, namely observation research research by
means of surveys, namely collecting data directly from.the field, while the interviews
of this research are descriptive. namely providing a detailed and clear description of
the prevention of criminal acts of prostitution in the jurisdiction of Pekanbaru City by
the Civil Service Unit and the factors causing the occurrence of prostitution in the
jurisdiction of Pekanbaru City.

The results of thiststudy are 1. The,factors that cause the practice of
prostitution in the city of Pekanbaruw) it,can be concluded that it occurs due to
internal and external factors. 2, Efforts by government officials in overcoming the
practice of prostitution in the city of Pekanbaru are regulated in Regional Regulation
Number 5 of 2002 concerning public order, one of the efforts to combat prostitution
is carried out by the Civil Service Police Unit by.raiding places suspected of
prostitution by providing. initial action register to construction

Keywords: Prostitution, Factors, Countermeasures, and Regional Regulation
Number 5 of 2002 concerning Public Order



ABSTRAK

Prostitusi ialah salah satu perbuatan kekerasan seks terhadap wanita yang
berpucuk pada masyarakat kelas, dan prostitusi biasanya di laksanakan dengan
cara pertukaran badanmatau berhubungan badan (seks) dengan beberapa uang
atau alat lainya.sebagai salah.satu alat transaksi jual beli. Adapun defenisi lain
tentang prostitusi ini_ialah suatu bentuk perlakuan. perhubungan alat kelamin
tanpa adanya suatu ikatan pernikahan terlebih dahulu dengan gambaran tertentu,
yaitu kepada siapapun secara terang-terangan dan hampir selalu dengan adanya
imbalan "atau. bayaran. Baik,wntuk: persebadanan hingga seks lainya yang
memberikan Kepuasan.syang di inginkan oleh’tyang bersangkutan. Pengaturan
kegiatan penanggulangan prostitusi pada dasarnya diatur lebih detidil dalam
Peraturan Daerah di Indonesia. Adapaun pengaturan penanggulangan prostitusi di
wilayah hukum Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2002 Tentang Ketertiban Umum.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu pertama,
Apa Faktor Terjadinya Praktek Prostitusi di KotaPekanbaru. Kedua, Bagaimana
Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota
Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenis nya ialah penelitian observation research
dengan cara survey yaitu .mengumpulkan .data langsung kelapangan, adapun
wawancara penelitian ini bersifat deskriptif. yakni memberikan gambaran secara
rinci dan jelas tentang penanggulangan tindak pidana prostitusi di wilayah hukum
Kota Pekanbaru oleh Satuan Pamong Peraja, serta faktor penyebab terjadinya
prostitusi di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, Fakior penyebab terjadinya
praktek prostitusi di kota pekanbaru dapat disimpulkan bahwa terjadi karena
adanya faktor internal dan eksternal. Kedua, Upaya aparat pemerintah dalam
penanggulangan praktek prostitusi di kota pekanbaru yaitu diatur di dalam Perda
Nomor 5 Tahun 2002 Tentang keteriban umum,«salah satu upaya penangulang
prostitusi dilakukan oleh «Satuan Polisi Pamong Praja dengan merazia tempat-
tempat yang didiuga terjadinya. praktek prostitusi dengan memberikan tindakan
awal mendata hingga pembinaan.

Kata kunci : Prostitusi, Faktor, Upaya Penanggulangan, dan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi.suatu nilai fundamental
atau dasar falsafah negara (filosofische gronslag dari negara) atau staats fundementele
norm. Dalam sila pertama pancasila, meletakan. ketuhanan sebagai landasan utama
bangsa, diamana hal ini~ dibutkikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan selalu diiringi dengan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.”
Sejatinya hal ini telah jelas bahwa setiap pelaksanaan hidup bernegara tidak terlepas
dari nilai-nilai religius yang hidup dalam moral masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagali Negara hukum, berpegang teguh pada hukum dasar kita
yakni UUD Negara Reublik Indonesia tahun 1945 dan phylosophie grondslag bangsa
Indonesia yakni Pancasila.~Baik dalam dasar, filosofi bangsa Indonesia maupun
hukum dasar Negara Indonesia diatur secara tegas hakhak konstitusional warga
Negara Indonesia. Bahkan hak-hak konstusional warga Negara diwujudkan untuk
mencapai tujuan keadilan social bagi seluruh Indonesia.

Agama sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa menjadikan kehidupan
bermasyarakat lebih beretika dan bermoral, sesuai dengan nilai-nilai yang dilahirkan
oleh agama dan dianut secara universal dalam peraturan perundang-undangan. Demi

mewujudkan dan memajukan kehidupan yang bermoral, makmur dan sejahtera yang

! Dahoklory, M. V., & Listya Wardhani, L. A. (2020, September). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Undang-Undang. Sasi, 26(3), 298.
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menjadi hak setiap warga negara, sehingga dalam pelaksanaanya, setiap orang tanpa

memandang lapisan sosial masyarakat harus patuh dan taat pada peraturan yang telah

ditetapkan sebagai suatu norma hukum.?

kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat (2) UUD yang

mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

’ Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia. Adil : Jurnal
Hukum, 3(1), 155.
® Aprita, S. (2019). Etika Profesi Hukum. Palembang: Refika.
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layak bagi kemanusian.” Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama

dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

* Hakim, F. (2006, Oktober). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal hukum
Internasional, 4(1), 142.

> Anindia, I. A., & Sularto, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi
Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 19.
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kecelaan atau ketidakserononohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang

dilarang oleh hukum pidana).®

Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola

f-’ gatif. Banyaknya

LG

Ten
antara para ¢

pengertian ke

Vagat

adalah suatu pe ; : lengan undangundang.

Menurut Kartini Kartono menjabarkankan definisi dari pelacuran adalah

sebagai berikut :

® Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi. Jurnal limiah, 3.
! Hadiyanto, A., & Saragih, Y. M. (2021). Pengantar Teori Kriminologi dan Teori dalam hukum Pidana.
Cattleya Darmaya Fortuna.
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a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi

impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk

pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang

maka pekerjaan ini bisa dilakoni untuk mendapatkan pundipundi uang, terutama oleh
para wanita muda yang memang rata-rata menjadi incaran para lelaki hidung belang.
Pemerintah sudah mencoba mengatasi persoalan ini. Namun faktanya,

prostitusi bukannya berkurang tetapi malah menjalar baik di tempat hiburan, karaoke,



panti pijat, salon terselubung dan lokasi-lokasi lainnya. Yang tidak kalah penting,
muncul fenomena prostitusi online yang sempat menghebohkan masyarakat akhir-
akhir ini, baik yang dilakukan masyarakat biasa hingga kalangan artis papan atas.
Prostitusi, apapun;dimanapun-dan siapapun pelakunya, ia dianggap sebagai kejahatan
terhadap moral dan kesusilaan yang bersifat ilegal serta melawan hukum, dan hak
asasi manusia, untuk itu harus dihentikan.

Pelacuran tidak hanya identik dengan nilai moral dari pelakunya, tetapi dari
segi medis juga menimbulkan penyakit kulit dan kelamin salah satunya adalah
HIVAIDS yang dapat menular kepada bayi dalam kandungan. Data Kementerian
Kesehatan mencatat kasus HIV/AIDS di dunia dari tahun ke tahun meningkat. Data
WHO tahun 2017 menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2017 terdapat 36,9 juta
orang hidup dengan HIV, dengan 1,8 juta infeksi baru di tahun yang sama.
Berdasarkan Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Infeksi Seksual Menular.®

Sementara itu, tahun 2017 oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,
jumlah kumulatif infeksi HIVV sampai dengan Desember 2017 di Indonesia adalah
sebanyak 280.263 kasus, dengan jumlah kumulatif AIDS sebanyak 102.667 kasus
terhitung dari tahun 1987 hingga Desember.2017. Sejak pertama kali dilaporkan di
Indonesia tahun 1987 sampai bulan Maret tahun 2019, kasus HIV AIDS yang telah

dilaporkan adalah 461 (89,7%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data ini

] Handayani, N. (2020, Desember 1). Hari AIDS Sedunia. Retrieved Desember 21, 2021, from RS
Prespira Jogja:  http://rsprespira.jogjaprov.go.id/hari-aids-sedunia-1-desember-2020- solidaritas-
global-tanggungjawab-
bersama/#:~:text=Kasus%20HIV%20AIDS%20di%20dunia,baru%20di%20tahun%20yang% 20sama.
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menunjukkan bahwa kasus HIV AIDS cenderung meluas keberadaannya di
Indonesia.’

Data terakhir, sampai Maret 2019, jumlah kumulatif kasus HIV yang

lah AIDS yang
dilaporkan setiap tahunnya.
Jumlah ku aret tahun 2019
sebanyak 115.¢ ang. Se -_ ini ‘g gan jumlah AIDS
terbanyak o wa

(10.548 or

° Megawaty, F., Novia, J., & Rosa, D. (2019). Penyluhan Kesehatan HIV/AIDS Kepada Remaja di Bina
Keluarga Remaja Aster Tangerang, Banten. Prosiding PKM-CSR, 2, 562.

10 kementrian Kesehatan. (2019, November 30). Kemenkes Pecahkan Rekor MURI Red Ribbon, Hari
AIDS Sedunia. Retrieved 12 21, 2021, from P2P Kemenkes: http://p2p.kemkes.go.id/kemenkes-
pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/

" Jayani, D. H. (2021). Kasus HIV Indonesia Turun, Namun AIDS Meningkat. Retrieved 12 21, 2021,
from Data Boks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/kasus-hiv-indonesia-
turun-namun-aids-meningkat
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Bila menilik kasus HIVAIDS, setiap orang dapat terinfeksi. Beberapa
kelompok orang dengan risiko penularan tinggi antara lain komunitas Lesbian, Gay,

Bisexual and Transgender (LGBT), pekerja seksual, pengguna jarum suntik bersama

tentang de : esusilaan sep 28 pasal 303, khususnya
pasal 296 dan'pa 5 ti enjerat perbua In"pengguna, melainkan
hanya menjere : ) .: . ; makelar atau calo dari

perbuatan lacure ) r  KUHP,  yakni

eksploitasi seksual anak.*?

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang

selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki

v Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia. Jurnal limiah, 4.
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peraturan daerah tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui
peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan

daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan

karena da an pelac e ang berkaitan yakni
mucikari,
dikategorikan .se ' it C p' pengguna termasuk

korban teta ebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif

ini sungguh membuat masyaraka karena dari praktek prostitusi yang
ditemukan ternyata pelakunya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri
berusia dibawah umur yang dalam pandangan agama dan hukum negara tidak

semestinya melakukan pekerjaan tersebut.
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prostitusi  akan : esar, bila dibandingkan

Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah sosial yang bersifat sementara

dari segi sebab akibat yang tidak dapat ditentukan asal-usulnya, namun hingga saat

B https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/12/11-wanita-terjaring-razia-tempat-hiburan-malam-
dan- lokasi-prostitusi-di-pekanbaru-jelang-ramadhan

10
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ini prostitusi masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada hampir di

seluruh wilay ah Indonesia.*

Ketentuan hu positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan

Pase entuk 5 . pat dikenakan bagi
orang yang Jatan cabul dengan
orang lain, Selanjutnya dalam

Pasal 506 KUHP dis \ siay ari perbuatan cabul

memiliki kesamaan antar satu kota dengan kota lainnya. DalamPeraturanDaerah Kota

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 pasal 24 menyebutkan bahwa :

" Anindia, I. A., & Sulatro, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan
Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 19

11
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1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan

berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma,

Penginapan dan tempattempat usaha).

a dasarnya mereka
menyediaka prostitusi di kota
pekanbaru. kan pekerja seks
komersial se grapa orang memakai

dan menggu bunyikan kegiatan

prostitusi ini. Dala A Nor asal 24 menyebutkan
bahwa :
1. Dilarang setiap enimbulkan persangkaan akan

berbuat asusila atau perzina rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma,
Penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan

berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.

12



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara

lain pada orang lain untuk melakkan perbuatan asusila/perzinahan di jalan,

jalur hijau, taman dan tempat umum.

bertuah ini, akiba /ang terjaring merupakan wajah-

wajah lama”

Berangkat dari permasalahan yang menjadi latar belakang pada penulisan ini,
maka membuat penulis tertarik untuk membahas terkait dengan sanksi pidana bagi

prostitusi dalam perkembangan hukum Indonesia. Sehingga muncul gagasan penulis

© Prayudha, D. (2018). Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Jurnal Online Mahasiswa, 1(1), 3.

13
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dengan judul “Upaya Pemerintah Dlam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di

Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”

apat menyusun

alam dalam bab

‘ﬁ' adalah:

» &

) \d Pekanbaru?
o)

lam. nanggulangan Praktek

rumusan

pembahasa

C. Tujuan

Tuju

Prostitusi di Kota

Praktek Prostitusi di
Adapun manfaat untuk penelitian ini antara lain:
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau literature dalam bidang

hukum, khususnya Hukum Pidana.

14
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2. Penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan

penulis yakni terhadap peranan hukum positif dalam pemberian sanksi pidana

kepada pelaku prostitusi.

kan hukum adalah

a-norma hukum

aly

Not eluruhan peraturan

yang tertul 5a, untuk kelakuan

AN

manusia da mengarah kepada

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari

proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

' Moho, H. (2019, Januari). Penegkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, 59, 58-59.

Y Melati, D. P. (2018, Januari). Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi.
Pranata Hukum, 13(1), 107.
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Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan
pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu

sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja

elakukan suatu tindak

arakat sebagai akibat

de misdaad onstane

3)

4) Untuk membinasakan si penje onschadelijk maken van de misdadiger);

5) Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).

8 Koeswadji. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum
Pidana, (1 ed.). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
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Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana bukanlah untuk mempunyai nilai,
tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J.

Andenaes, teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat (the theory of

atau alire : dasa benaran pidana

menjelaskan, bahwa
Pidana buke ar untuk akuka - gimbalan kepada orang

yang telah mele ¥ : < pida uantujuan tertentu

membuat keja epecce “orang jangan melakukan

untuk menentukan:

a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau

diperbaharui;

' Suharti, T. (2005). Grasi dalam Konsep Tujuan Pemidanaan. Perspektif, X(3), 293.

17



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana

harus dilaksanakan.?°

yang mengutip

pendapat : : [ i : u pengetahuan

H
w
20 ANEN
@
g
)
3
o
5
««Q
E

5. 2

£
i

* gendalian kejahatan. Selanjutnya

Q ﬂ ‘ ‘1@, ujuan untuk mengembangkan
A N

suatu kesatuan prinsipp

Penologi

beliau mengem
umum dan terperinci serta jenis-jenis

pengetahuan lain, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar

2% |rmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka
Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 219.
2 Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). Hukum dan Kriminologi. (H. Siswanto, Ed.) Bandar Lampung,
Indonesia: Aura.
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hukum. Juga memperhatikan penerapan langsung pada programprogram

pengendalian sosial atas kejahatan.”

Menurut Martin.L. Haskell bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang

atan itu sebenarnya

merupakan ak

NN

pada tempat, ﬂ truktural. Hanya jika
konotasi menge "@ dian dijabarkan melalui
suatu mekanisme da . Sehingga akhirnya dapat

dilanggar, barulah segala sesuatu mempunyai arti dan fungsi konkrit. Karena itu apa

22 putri, A. H., & Saimima, 1. D. (2020). Kriminologi. Bekasi: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV
Budi Utama).
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yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti akan merupakan bahan debat yang

kontrofersial.?

Sutherland mengemukakan bahwa Kejahatan.adalah hasil dari faktor-faktor

kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau
kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup

mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung

> Abdullah, R. H. (2019, Juli). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Human Trafficking). Yustika, 22(1), 58.
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tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan

sebagai alat untuk maju dan sebagainya.?*

Q a ““ Syl utkan bahwa negara Indonesia

adalah negara hukum. Sebagai dianutnya konsep negara hukum, maka

dalam setiap negara hukum apa pun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar

** Ramadhan. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi di Wilayah
Pertambangan Poboya. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(6), 5.
> 4M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, (1994), Medan, Penerbit: USU Press, him. 4
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IS.JI9AI

nery we[sy sej

bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan

tertinggi dalam negara.?®

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri,sendiri. la tidak sepenuhnya

tentang keada . S 2 nembaca peraturan
perundangannyze ipe 3 b anya dapat dilihat

melalui per

pokok penting yang melandasi pemikiran ini adalah :

1. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;

%N Suryawati. (2020). Teori Negara Hukum. Retrieved 11 2, 2021, from Repositori:
http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan- Bab%20Il.pdf
7 Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal llmiah Hukum
De'lure :, 1(2), 396.
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2. Hukum itu selalu berada pada status ‘law in the making’ dan tidak
berisifat final;

3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan

an” meliputi dimensi

ada ranah praktik,

ak henti-hentinya

jalan  untuk

mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk

2 Rahardjo, S. (2021, November 7). Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. Retrieved 12 2,
2021, from ejournal unidp: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif
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membahagiakan semua makhluk hidup. Itu berarti hukum untuk semua mahluk

hidup”.29

Berangkat dari pandangan tersebut, Menurut Sunaryati Hartono, maka supaya

Menurut prof Dr. A.S. Alam, Penanggulangan kejahatan empiris terdiri dari

tiga bagian pokok yaitu:

1. Pre-Emtif

» Marilang. (2017, Juni). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. Jurnal Konstitusi, 14(2),
316.
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Di sini, tindakan preventif dipahami sebagai upaya pertama yang dilakukan
polisi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Upaya pencegahan

kejahatan dengan terlebih dahulu mengajarkan nilai/norma yang baik dan

2.
ya pencegahan
menghilangkan
Lopa, “Upaya
an komprehensif,
prey ntif (pencegahan).
a) yang
b) istrasi da J mencegah terjadinya
C) n kesadaran hukum rakyat
d) | penegak hukum lainnya untuk

lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

e) Meningkatan ketangguhan moral serta profesional bagi para pelaksana
penegak hukum.

3. Represif

25
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Upaya ini dilakukan dengan memberikan sanksi apabila terjadi
kejahatan/kejahatan berupa penegakan hukum. Upaya represif adalah upaya

konseptual untuk mengatasi kejahatan setelah terjadi. Menyadari bahwa

o

&

E. Konsep Ope : 8 5
. ada diatas di "

on ¢

g

salah penafs : ' ents : g terdapat didalamnya.

Usaha juga berarti usaha, akal, usa k mencapai suatu tujuan, memecahkan

masalah dan mencari jalan keluar.

Pemerintah Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, pemerintah adalah badan

yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah tertentu

26
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(biasanya negara bagian). Ada beberapa pengertian sistem pemerintahan. Demikian

juga, ada berbagai jenis pemerintahan di dunia.

Penanggulangan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata

uang atau hadiah ai suatu transaks : rof W.A Bonger:21
~
“Prostitusi

perbuatan-

F. Metode Penelitian ‘ ‘ ““

Untuk mendapatkan data at didalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis dan Sifat Penelitian.

27
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Penelitian ini merupakan studi hukum dengan jenis penelitian hukum empiris
adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara

barkan faktor

aparat dalam

karakteristiknya tidak berbeda (8 oulasi dalam penelitian ini adalah Kasat
Satpol PP, 5 Pegawai Satpol PP, 3 Mucikari, 10 orang Pelaku seks komersil .
Responden adalah sebuah populasi yang digunakan sebagai sumber data dengan cara

sensus. Dalam hal ini, Peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dapat

28
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mewakili populasi. Untuk informasi lebih lanjut, liat tabel responden dan

penjelasannya :

Tabel 1.1

1. i ; ; 1 an oleh peneliti melalui

<
\.\“

2. Data sekunder adalah d U literatur atau peraturan perundang-

undangan yang digunakan untuk mendukung topik.

e. Alat Pengumpul Data.
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Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab langsung yang diajukan
langsung kepada pihak yang dijadikan narasumber didalam penelitian ini. Yang

menjadi narasumbernya adalah Satpol PP, Mucikari dan Pekerja Seks Komersil

o
ya diambil dan
dikumpulka : ‘.‘
i 1 o

dengan jenisnya S asala k selz lain
= L 7

bandingkan

jelolah data sesuai
u, data tersebut di

para ahli.

adalah metode induktif, yaitu metode penalaran berdasarkan data tertentu, yang
kemudian dianalisis agar dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya oleh seorang
peneliti dalam situasi yang lebih umum dan konkret, yaitu tinjauan terhadap tindak

pidana prostitusi dan upaya penanggulangan di kota pekanbaru.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum Dalam Pemidanaan

perdata, sanksinya adalah sanksi atau hukuman yang diberikan secara keperdataan,
pelanggaran administrasi yang kemudian sanksinya diberikan secara sanksi
administrasi pula dan pelanggaran pidana yang mana sanksinya adalah sanksi

hukuman pidana.

*® Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2013, hal. 1
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Menurut Soedarto hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang
mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat

yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan

1) g diancam pidana,
ﬂ dipenuhi  yang
o

J sini seolah-olah
z a penegak hukum

g dipidana.
2) etapkan dan meng (2 : ang akan diterima oleh
na sudah digunakan
semenjak penja akan istilah Strafrecht
dari bahasa belanc ukum, hal tersebut guna
membedakan dengan is Burgelijkrecht atau Privatrecht

yang diambil dari bahasa Belanda.

*'https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&is
Allowed=y Diakses pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 23:31
2 Wirjono Projodikoro, Asas-asas hukum pidana Indonesia, PT Presco, Bandung 1989, him, 1
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Andi Zainal Abidin Farid dalam hal ini memberikan makna hukum pidana
merupakan salah satu aturan hukum dari seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku

pada suatu negara, yang berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna :

3) Ketentue , : ‘ N-peraturan pada waktu

bagian daripada

keseluruhan i J. negara. Ve adakan dasar-dasar dan

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan.

* https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum pidana Diakses pada tanggal 06 Juni 2022, pukul 00:19
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3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Satocid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan

n dan saknsi dari
kejahatan te lebih luas dari itu
yakni tindak akat dari perbuatan

yang merugi

* Muhamad Igbal, Suhendar, Ali Imron, Hukum Pidana, UNPAM Press, Tanggerang Selatan-Banten,
2019, hal. 3
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2. Tujuan Pemidanaan
Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana

secara umum Yyang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya

umum negara ngan d : um adalah berarti

usaha untuk me an pe an pe ang a yang sesuai dengan

n datang. Sudarto

melakukan kejahatan aga adi orang yang baik tabiatnya, sehinga
bermanfaat bagi masyarakat.
c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara,

masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf

* https://eprints.umm.ac.id/39434/3/BAB%20I1.pdf Diakses pada tanggal 9 juni 2022, pukul 02:06
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dan menjadi anggota masyarakat yang berstudi baik dan berguna.dan untuk
menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh

erhadap orang yang
ilihat sebagai suatu

asional.Teori absolut

pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan

pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan

*® http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1576/1/125010101111021 BAB%202.pdf Diakses 6 juni 2022,
pukul 22:41
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manusia yang teramat wajar.” Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan
pemidanaan adalah ,,membalas® atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

pemidanaa

sekedar me

c) Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori
gabungan.Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat

memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.Tokoh utama yang
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mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848).Teori ini berakar
pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang

2) enjatuhkan pidana
elah memiliki tujuan
3) tujuan yakni

3.
lam KUHP kita, maka
penjatuhan pidana ad ."3 ‘ m, yakni Hakim diberikan suatu
kebebasan untuk menentuka atu p d ara pidana minima sampai pidana

maxima, yakni penjatuhan pidana yang dapat dipilih , antara satu hari sampai dengan
lima belas tahun untuk pidana maxima umum, sedangkan untuk maxima pidana
khusus adalah sesuai dengan yang Pemidanaan tercantum dalam pasal-pasal

masingmasing sebagai ancaman pidana perbuatan tersebut tertinggi.
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Seorang Hakim harus dapat menemukan hukum dalam setiap perkara,
sehingga dia dapat menentukan pidananya yang sesuai dengan perbuatan serta

keadaan siterdakwa tersebut. Di dalam kehidupan peradilan pidana sehari-hari,

dengan vo ersebut  sangat dip an unt nenyelesa perkara pidana.
Dengan adan 1 ini, diharapkan' para dalam perkara pidana

khususnya bagi terdakwa : tang statusnya dan

perkara pidana, putusa (1 ” sekaligus “puncak”

atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim
yang bersangkutan.
Sedangkan bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa

pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu

¥ Loebby Logman, Pemidanaan Yang Bagaimana, Vol 14, No 6 (1984),hal. 576-577
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merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya olehnya bagi tertuduh
jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (strafsoort,

strafmaat dan strafmadaliteit). Menurut pendapat Leden Marpaung, putusan hakim

es dan prosedural
atau bebas atau lepas
pelepasan a tu ibuat s ertulis dengan tujuan

penyelesaia

nama agama. Prostitusi justru terjadi berjalan seiring dengan tumbuh berkembangnya
agama-agama, sehingga ajaran-Nya memiliki relevansi dan sekaligus kontekstualisasi

yang nyata pada situasi sosial masyarakatnya. Persepsi dan kedudukan prostitusi

% https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/ Diakses 6 juni 2022 pukul 23:47
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mengalami fluktuasi. Ada kalanya pada masa itu ditempatkan sebagai perbudakan.

Mereka distempel sebagai masyarakat kelas bawah. Biasanya mereka lebih banyak

beroperasi di jalan-jalan.

menetapka , ' o : hL p kepalanya sebagai

trade mark-

Di | Kaum perempuan
menjadi pelacur.
ah-rumah khusus.

Pada masa Dinasti Han,

pelacur golonga : 1 kelompok penjahat, tahanan

Demikian halnya pada val masyarakat Islam, munculnya harem
juga tak bisa dipisahkan dari pelacuran. Sudah mentradisi, orang-orang kaya biasa
membeli ratusan budak perempuan untuk dijadikan harem. Walaupun pelacuran jelas-

jelas dilarang dan pemerintah memiliki muhtasib, polisi susila, diam-diam para budak

perempuan banyak yang dipekerjakan menjadi pelacur..
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Salah satu laporan paling awal tentang pelacuran di Indonesia kuno berasal
dari sumber Tiongkok. Catatan sejarah Dinasti Tang Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang

shu, yang berasal dari sekitar tahun 640 M, melaporkan bahwa di negara Ho-ling di

pembelian budak E ngan seksual \ ungan yang semu
lazim terja ) ebarnya agama yebaran Islam di

Indonesia, i i akan. telah _mening : ketidaksetujuan Islam

berbagai posisi dan teknik seksual yang dikuasai oleh pelacur-pelacur di Jawa untuk
memuaskan pelanggannya. Serat Centhini juga mengatakan bahwa dulu pernah

ada bordil yang ramai di dekat makam kerajaan di Imogiri.
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Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh
kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir (nyai) yang berasal dari
wanita lokal. Para perempuan lokal melakoni aksi prostitusi ini karena termotivasi
oleh masalah finansial, bahkan. tak jarang.ada keluarga,.yang mengajukan anak
perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan
antarras oleh penguasa kolonial cmembuat: prakiik prostitusi adalah hal yang paling

bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah
selir yang dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah
menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga
mereka untuk mencari pekerjaan.di daerah lain juga memberikan kontribusi besar
bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial
mulai membutuhkan pemeriksaan p, Kesehatan™ secara .teratur pelacur untuk
memeriksa sifilis dan  penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan
membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil
menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama

periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800. **°

Undang-undang 1852 kemudian digantikan oleh undang-undang moralitas
publik baru yang lebih ketat pada tahun 1913, yang mengkriminalkan "dengan

sengaja menjadikan percabulan antara orang lain dengan pihak ketiga dan menjadikan

* https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran di Indonesia Diakses 28 njuni 2022 pukul 22:27
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ini profesinya”, atau mucikari; tidak disebutkan tentang pelacur. Penegakan undang-

undang ini terbukti hampir tidak mungkin, dan untuk suatu waktu penyelidikan

rumah bordil memerlukan izin dari gubernur.

kesusilaan serta
bersifat ilegal dan bertent an He , prostitusi adalah
sebuah kegiat entik au. difara 3 di anggap bertentangan
stitusi bertentangan

dengan nilai-nilaikep 3 : a dan moral. 4°

Lalu apa yang d U 3anyak pengertian atau defenisi

LN

u |\
yang dapat diberikan mengenai p ebut. Namun yang pasti kata prostitusi
berasal dari perkataan latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-
terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata prostare

artinya menjual, menjajakan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

*° https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/ili/article/viewFile/420/300 Diakses 28 juni 2022 pukul
22:32
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prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu
transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan

melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau

ebih luas lagi. Zina

akna luas. Tentu

hidup mewah, sedangkan faktor eksogen (luar) yang utama adalah faktor
ekonomis”.2 Faktor ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan
apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya ingin

menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa mempertimbangkan
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dampaknya. Selain itu faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua,
keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan pendidikan serta pengaruh lingkungan

yang buruk semakin memudahkan mereka untuk mencari jati dirinya, mereka akan

Menuru i - ' “Prostitusi pada
hakekatnya ada rila eksu erganti-ga ar at dilakukan oleh

pria maupun Wanita onesia praktek pro anyak dilakukan oleh

¢
Q RS

a) Suatu daerah khusus, ag dari perumahan penduduk (biasanya),

dimana dipusatkan rumah-rumah bordir,
b) Adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya.
Sedangkan WTS adalah singkatan dari kata-kata Wanita Tuna Susila atau

yang dulu biasa dikenal sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang berarti wanita
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yang memberikan jasa pemuasaan seks para tamunya yang biasanya adalah laki-laki.
Motivasi menjadi seorang PSK, tentu banyak faktornya misalnya karena himpitan

ekonomi, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, dijebak oleh tipuan agen tenaga

daan para perantara
ah diatur di dalam
para PSK tersebut
tidak adanya .p o ara : pidana terhadap
= -undangan tingkat

daerah terte - jar ur d sraturan Daerah, maka

506, yang menyatakan: Pasal 296 Be apa dengan sengaja menghubungkan atau
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya
sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.
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Pasal 506 Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang
wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama

satu tahun. Beberapa Peraturan daerah yang mengatur tentang Pekerja Seks

Ikan persangkaan

taman, dan tempat

Peraturan mengenai Pekerja Seks Komersial diatur dalam Pasal 42 ayat (2)
PERDA ini. Pada poin “b” menyatakan bahwa menjajakan atau menjadi
Pekerja Seks Komersial adalah dilarang, Pidana yang dijatuhkan kepada para

Pekerja Seks Komersial ini adalah kurungan mulai dari dua puluh hari hingga

paling lama sembilan puluh hari, atau dikenakan denda paling sedikit lima
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ratus ribu rupiah dan hingga tiga puluh juta rupiah.PERDA Kota Denpasar
NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 39 ayat (1) poin “b”

menyatakan bahwa setiap orang dilarang menawarkan diri ataupun

2 ianca - ; li
?@q@%“m”‘sw 7 urungan paling

,n u

C. Tinjaua

Tahun 2

dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan
peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala

Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil

*'UU Nomor 12 tahun 2011 BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 7
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tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal
adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu

M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian

undangan, peru . . D mearti luas” atau yang
dalam ilm ateriil” yaitu segala
pun daerah) yang

) darurat, peraturan

pemerintah pemerinta ( aNg ] emerintah, penetapan

pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi
yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Konsekuensi
yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara,

menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi atas

*? http://eprints.stainkudus.ac.id/218/6/6%20BAB%20I1.pdf Diakses 29 juni 2022 pukul 22:58
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daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan
kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak
otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya.
Sedang penyerahan  hak otonomi kepada.setiap daerah, haruslah didasarkan atas
undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945) Penerapan perinsipotonomi daerah tidak statis, tetapi senantiasa bersifat
dinamis, ' karena mengikuti perkembangan sistem ketatanegaraan
Indonesia.Bahkan dinamisasi penerapan prinsip otonomi ..daerah, senantiasa
mendapat ~ pengaruh dari  perubahan Kkonstitusi; terutama implikasinya pada
perubahan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah, mulai dari UU Nomor 1
tahun 1945 jo.UU Nomor 22 Tahun 1948 dan statblad Indonesia Timur Nomor 44
Tahun 1950 menganut sistem otonomi materil. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957
menganut sistem otonomi riil, diganti dengan . UU Nomor+18 tahun 1965 dengan
pemberian otonomi seluas luasnya

Perkembangan = selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974  Tentang Pokok-Pokok «Pemerintahan Di Daerah,yang
menganut  sistem otonomi nyata dan bertanggung jawab, yang diera reformasi
Pemerintah mengundangkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah, yang menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan menganut prinsip
otonomi yang seluas-luasnya dan terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara

mutatis mutandis perkembangan ketatanegaraan mempengaruhi
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perkembangan otonomi daerah.Namun demikian, setiap daerah adalah bagian integral
dari pusat, sehingga tidak dikenal adanya negara di dalam negara.Menurut gagasan

dan konsep hukum yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Perpu

ntrasi, karena

dari  pemerintah

pusat di antiasa mendapat
dukungan Berkenaan uraian
di atas, me an dengan hakikat

otonomi dae

dari pemerintah pusat kepada daerz adi urusan rumah tangganya. Penyerahan
ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai

pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab

*3 Roy Marthen Moonti, Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di

Indonesia, Volume 20 Nomor 2 November 2017
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terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Agus Salim Andi

Gadjong asas desentralisasi adalah sebagai berikut:

a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke

b.
C. dan pemberian
d. bentukan daerah
2) As
erintahan kepada
daerah oton sat di daerah dalam
kerangka Neg kewenangan dapat
memberikan pe enangan itu mengenai
pengambilan atau p penyerahan wewenang dari
pemerintah pusat kepae paratnya untuk melaksanakan

wewenang tertentu dilakukan dala gka menyelenggarakan urusan pemerintah

pusat di daerah, sebab pejabatpejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah

pusat di daerah yang bersangkutan.

3) Asas Medbewind (tugas pembantuan)
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Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih

tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi,

akan tetapi pe tuk itu, yang tersusun
secara onomi daerah
:E adalah se
=
= a han dalam hubungan
W
-
B
x =
E = b. apan kepada daerah.
= 3 k I
- atau  kegagalan
-
B e
< &
ﬂ ;— C. Itur setempat demi
=
E > berkualifikasi tinggi
wn
o _51-
@ 2
o = d. eksekutif  melalui
E =
ﬂ-
=

beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih
responsive terhadap kebutuhan daerah.
e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang

lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian
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revense (pendapatan) dari sumber penerimaan yang berkait dengan kakayaan

alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan

obligasi daerah.

slatif pada tingkat

enjalankan tugas dan

4)

wenangan Pe .n :
Kewenanga Q““‘

Sebagaimana dijelaska pemerintahan daerah di Indonesia telah
mengalami dinamikanya tersendiri dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, termasuk
dalam konteks perubahan pengaturan pemerintahan daerah dalam amandemen UUD

NRI Tahun 1945. Hal tersebut salah satunya menunjukkan adanya perubahan

*https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/997/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAll
owed=y , di akses 30 juni 2022 pukul 00:58

56


https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/997/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/997/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y

paradigma hubungan pusat dengan daerah, dari yang sebelumnya (terutama pada
masa orde baru) terkesan sentralistis menjadi desentralistis, sekaligus menunjukkan
posisi negara untuk menegaskan kedudukan pemerintahan daerah dalam konstruksi
NKRI. Pola hubungan pusat-daerah yang..sebelumnya terkesan paternalistis dan
sentralistis, diubah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistis.
Hal tersebut ditunjukkan, misalnya dengan-adanya penguatan otonomi daerah melalui
penegasan

bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya, serta berwenang menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali
terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusat. Dengan demikian, kewenangan mengatur sendiri (zelfregelen)
dan mengurus/mengelola sendiri (zelfbestuuren) urusan pemerintahan sebagaimana
disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan pengejawantahan konsep otonomi
daerah yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut,
meskipun daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya, terdapat pembatasan dalam pelaksanaan
kewenangan tersebut, yakni sepanjang tidak mengatur urusan pemerintahan yang
berdasarkan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Hal ini
merupakan konsekuensi logis dari konstruksi Indonesia sebagai negara kesatuan,
yang pada prinsipnya hanya terdapat satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang
memiliki kekuasaan tertinggi dalam lapangan pemerintah. Meskipun demikian,

sebagaimana tercermin dalam rumusan pasal-pasal mengenai pemerintahan daerah
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dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia tidak menganut konsep negara kesatuan
secara penuh, melainkan konsep negara kesatuan yang terdesentralisasi, di mana
terdapat tugas-tugas tertentu yang diatur dan diurus sendiri oleh daerah. Maka dari
itu, pemerintahan.daerah dikonstruksikan sebagai unsur dari. pemerintahan nasional,
bukan merupakan bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Kemudian,
apabila ‘dikaitkan dengan _kensep/. : desentralisasi, dikenal salah satu bentuk
desentralisasi yakni desentralisasi administrative yang dimaknai sebagai pelimpahan
sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat perlengkapan atau organ
pemerintahan sendiri di daerah untuk dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan kewenangan mengatur di daerah, maka melalui
adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat.tersebut, maka dapat
dimaknai pula terdapat kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam rangka
melaksanakan kewenangansyang dilimpahkan .tersebut. Hal"ini dikaitkan dengan
pengambilan keputusan yang dilakukan, di mana dalam konsep desentralisasi, daerah
atau pemerintahan pada level yang lebih rendah dapat melakukan pengambilan
keputusan, serta menentukan isu yang langsung mereka perhatikan atau tangani.
Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu
poin yang penting, mengingat pada prinsipnya daerah dalam konstruksi negara
kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan
pemerintah pusat. Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum,

sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan hukum,

58



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan, baik melalui

atribusi, delegasi, atau pun mandat. Ketiga cara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

dari satu organ

3) Manda etika kewenangannya

aka kewenangan
untuk men i ada dasarnya telah

secara kons 1al di ;b NRI Tahun 1945.

dapat dikonteksnya melalui adanya kewenangan untuk membentuk dan menetapkan
peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945,
pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
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Dikarenakan hak untuk menetapkan peraturan daerah tersebut pada dasarnya
merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, maka pembatasan sebagaimana

dipaparkan di atas : ala : ) N peraturan daerah. Lebih

kebijakan 'dae ; ‘ eMme bg an yang menjadi
kewenangannye ale . D€ ah. Kewenangan untuk

membentuk pe aera ara e Jalam Pasal 236 ayat

merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk
stupa (stufenformig) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (zwischenstufe). Adapun

hierarki ~ bagian  tersebut adalah  staatsfundamentalnorm (norma  dasar),

* Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentuka Peraturan Daerah,
Volume 13 Nomor 3, September 2016
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staatsgrundgesetz (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa
peraturan), formellgesetz (sifatnya konkret dan terperinci),

verordnungsatzung (peraturan pelaksana), dan autonome satzung (peraturan otonom)

Hierarki Peraturan ). perundang-undangan di

‘ ““\“ .00 omor 12 Tahun

penting untuk diketahui bahwa kekute Ukum peraturan perundang-undangan yang
disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

61


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945
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Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaanya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat

atau lebih tinggi. *°

*® https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-
cl4012 , di akses 30 juni 2022 pukul 01:53
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BAB IlI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru

i"l“‘i

nh

".%
ar imbu a di dalamnya.
R@%

Beragam

dimensinya

dan menyebar di
berbagi ka ar ke pemukiman
masyarakat, edok sebagai panti
pijat, SPA/s3 ijit kesehatan usaha

tersebut juga

dalam Pasal 296, 297 dan 506 KU ana belum secara tegas dan jelas mengatur
prostitusi itu sendiri karena ketiga Pasal tersebut hanya menitikberatkan pada

penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya prostitusi Mengenai persoalan
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prostitusi yang ada dan terjadi belakangan ini, prostitusi agaknya bukan persoalan

yang mudah untuk dihilangkan begitu saja dari muka bumi ini.*’

Perilaku “anomali” semacam itu tergolong sebagai perilaku yang tertua, ada

v Nyemas Danu Ulandari, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut
Kriminologi Di Kota Pontianak, Glorian Yuris, Vol 2, No 2 (2014), hal, 3

*® Sinta Okta Sovia, Adaptasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Bertahan Hidup (Study Kasus Di Kota
Pekanbaru), JOM FISIP, Vol. 4 No. 1 (2017), hal. 3-4
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. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan

keroyalan seks. Hysteris dan Hyperseks, sehingga tidak merasa puas

mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.

suka melakukan

eng atau sekedar

pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.

. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh

pertimbangan pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih

suka melacurkan diri daripada kawin.
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9. Disorganisas dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah
dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga

anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu

sal orang yang

m macam-macam

n.sebagai tujuan-tujuan

o

&

- d

A Fel

12. Adanya anggap: - ‘-f
g

o

mengenal makna cinta-ka i, loyalitas, idiologi, bimbingan dan
pendidikan.

a. Rumah tangga berantakan

* Kartini Kartono, Kenakalan remaja (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017), him 126
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Bila rumah tangga dimulai adanya konflik dan itu terjadi terus menerus,
maka akan mengalami perceraian, dan anak akan mengalami

kebingungan dan kesulitan komunikasi terhadap anggota keluarganya,

menggantungkan
tua yang selalu

enghindarkan dari

kelanjutan kariernya, sehingga kondisi seperti ini menjadi faktor
timbulnya kebingungan jiwa anak, mengalami tekanan batin dan terjadi
konflik dalam keluarga tersebut.

d. Pengaruh buruk dari orang tua
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Sikap dan perilaku orang tua akan selalu akan di contoh oleh anak-
anaknya. Kebiasaan perilaku sombong, munafik akan sangat mudah

ditiru anak-anaknya. Suasana rumah yang kacau yang mementingkan

ng saling menyayangi,
S“Vipannant '@%
f g mereka bergaul

2. Fak

internal adalah yang datang dari ind u sendiri seperti yang berkaitan dengan
hasrat, rasa frustasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal
adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri melainkan

karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian
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seperti desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan

keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.”

barang-barang ereka uga men apkan bahwa mereka
harus mené

sebagian b

orman, diperoleh
’SK di jondul selama 8

bulan, infor 2 sela : ' 4 hari. Alasan mereka

karaokean. Rupanya saya kenalan sama temen juga. Kita nongkrong bareng. Dia
ajarin caranya. kayaknya ini jalan yang terbaik buat saya ya saya jalanin aja.

Tanpa ada paksaan. Masalah keluarga saya bercerai dengan suami”

>0 sitj Munawaroh, Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, Dimensia, Volume 4, No. 2, (2010), hal. 70
*! Hasil Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 16 Juli 2022
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Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 orang informan utama,

diperoleh informasi bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu alasan para

informan menjadi PSK.

pendapat

“Ga bis Paling sikit disini

300 kak. It . Uang kamar 50

istilahnya

“Memang udah biasa juga kerjaam kayak gini. Semenjak usia 17 tahun saya
menjalankan pekerjaan ini. Kerja disini memang beresiko punya penyakit
kelamin. Tapi kan kami disini berusaha mencegah juga, menggunakan kondom,
minum vitamin, antibiotic. Para pelanggan juga tidak protes bila menggunakan

kondom”.
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Pengetahuan PSK mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang
dari profesi mereka sudah cukup baik. Hal negatif yang mereka rasakan dari profesi

mereka yaitu mereka dianggap rendah ataupun diremehkan orang lain sedangkan hal

*
) DAl

‘ “' a yang diinginkan pelanggan
A )

hubungan seks, ka . Q‘

kalau bayarannya mahal ”
Selanjutnya PSK tersebut juga menjelaskan bahwa :

“Saya belum menikah, kalau sudah menikah mana dikasih suami kerja kayak

gini”
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B. Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota
Pekanbaru

Praktek prostitusi dipekanbaru saat ini semakin menjamur dan menyebar di

menyebar ke pemukiman

G 3%
7

sebagai panti

2002 tenta an 3 . eput diatur hal yang
terkait den

Susila, yan
Menurut Pas

1) Walikota ¢ ej ang uk da c ntaf an menutup sebuah

2) anaka ana aksud pada ayat (1) pasal ini,

menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau

pekarangan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan;

*2 peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
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3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini;

4) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat

Menurut Pas

1) Dil akukan ata persangkaan akan

berbuatasus : 1t adung, Hotel, Wisma,

lain pada orang lain untu ukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan,

jalur hijau, taman dan tempat umum.

Secara tersirat pasal ini menerangkan bahwa masyarakat dilarang berbuat

asusila dan melakukan perzinahan di segala macam bentuk penginapan, tempat-
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tempat umum seperti jalan, taman dan tempat usaha. Pengawasan yang diperlukan
saat ini adalah berupa tindakan tegas berupa razia atau penertiban dari para penegak

hukum seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP), atau pihak-pihak

ai penegak dari
Peratura ntasan Peraktek
Prostitusi an penting untuk
melakukan Prostitusi di Kota
Pekanbaru yang tertib dan

tentram.>®

aweaNt

: “‘ﬁ!
§ .
]

Selal

(

O
g
o
S
D
-
%)
o
o
QD
>
©
QD
w
QD
=}
(@]
QD
=}

c. Memberikan pengarahan dan pembinaan bagi mereka yang terjaring razia, dan

d. Memanggil orang tua mereka (bagi pasangan bukan suami istri)

>* Dimas Setiawan, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Dikota
Jambi, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, him. 36
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1. Tindakan Preventif

Yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan buta

huruf, pembangunan m

perl-uasn te '- | ‘m‘hm ““\wqﬁh 5 .

arakat desa untuk membendung arus urbanisasi ke Kota,

at bagi remaja. Dalam

2. Tindakan Represif

>* http://eprints.uny.ac.id/9718/2/Bab%202%20-07104241010.pdf Diakses pada tanggal 31 Juli 2022
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Sementara itu, usaha-usaha yang bersifat represif untuk menanggulangi atau
mengurangi pelacuran dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai hal, antara lain

menurut Kartini Kartono:>®

pelacur agar bisa

3) a tuna susila yang
masingmasing;
4) yang bersedia
baru;
5 M elacur dan masyarakat

mantan wanita tuna

ke tempat-tempat yang digunakan untuk

6) Melaksanake . .
elaksana Q““

perbuatan mesum engan tindak lanjut untuk dilakukan

penutupan

> Bobby Ferly, PENEGAKAN Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Vol.
1 No. 2 (2014), hal. 10
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Satpol PP dan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam
menanggulangi masalah prostitusi yang ada di kota Pekanbaru. Kebijakan Kepolisian

untuk menanggulangi prostitusi di kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Digia p ﬁ a as denga andi. “Operasi  Pekat” atau

pelacuran dan

2. zia kepolisian ke
usi, seperti Hotel,

3.
4 ikari) dan tempat—
tersebut kurangnya
penyuluhan te stitusi dan perbuatan
asusila, dimana tid jera dan tetap melakukan
perbuatan prostitusi ter ali pelaku prostitusi tersebut

kembali terjaring operasi razia Polisi Pamong Praja Pekanbaru setiap
tahunnya.>® Hal ini dapat dilihat pada data dibawah terkait dengan razia yang

dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru di beberapa tempat penginapan.

> Bobby Ferly, Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum
Volume 1 No. 2 Oktober 2014, him. 3
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Tabel 3.1

NO

WIN |-

4

H

Sabrina 4

Tabel. 3.2

NO

Zi

Edo

Far

Prasi

Arnit

Angg

N IWIN|F

Riyandi

REKAPAN HASIL TANGKAPAN GIAT MALAM PADA BULAN JULI 2020 DI
BEBERAPA HOTEL/WISMA KOTA PEKANBARU

8

Sri

Sabrina 81

Pl g LB
.

iy

=

a nan
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REKAPAN HASIL TANGKAPAN GIAT MALAM PADA BULAN NOVEMBER 2020 DI
BEBERAPA HOTEL/WISMA KOTA PEKANBARU

Tabel 3.3
NO
1
2 L
3 Ki
4
5
6 S
7 Is
8 |Ti = s B
9 |M - H Pa
10 |Ri -t | Hs.
11 | Di = | Ku
12 | Di p
13 | Ya L
14 | Din P au
15 | Raj
16 | Galu 3
17 Ikbal
18 | David Ls
19 | Enjelika gsu
20 | Susi arat
21 | Ade b ra Barat
Wisma SMR
Tabel 3.4
NO NAMA L/P ALAMAT
1 Nadia P | Air Molek
2 Fadli L | Manyar Sakti

79



JI.Garuda Sakti Km.6
Kubang Raya
Rengat

Teluk Kuantan

Siak

L
L
P
P
P

Heggy

Mulyadi
Maria
Ayu
Putri

Tasya

JI.Samratulagi

#

-
i e AR

<|n

Yuni
Indra

3
4
5

7
8

NO

2
3
4

N

(92]

Wisma Rainbow

Asiatic Pana

Tabel 3.5

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 3.6

ALAMAT

L/P

L | Soekarno Hatta

NAMA

DARTO

NO
1
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2 YANTI P | Pasir Putih
3 KARDO L | Arengka li
4 RUTH P | Petapahan
5 HENDRI L | Pekanbaru
6 RAIMAH P
Hotel Aloha
Table3.7 .
NO
1
2
3

yang oleh karenanya dapat (dan ba dibilangkan sebagai bagian dari aparat
penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk

untuk membantu kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

>’ Data Razia Prostiusi Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru Tahun 2020
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Keberadaan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jajaran Pemerintahan
Daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya

membantu kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta

latif telah dilarang
dengan Perature 1 i ] pangan, PSK masih

permasalahan kota,

*% https://polpp.kulonprogokab.go.id/detil/410/tujuan-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praija
Diakses pada tanggal 31 Juli 2022
>? https://satpolpp.metrokota.go.id/tupoksi-sat-pol-pp/ Diakses pada tanggal 31 Juli 2022
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Terkait dengan usaha yang dilakuan satuan polisi pamong praja dalam
memberantas peraktek Prostitusi di Kota Pekanbaru berdasarkan pernyataan

Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru Yeni Putriwati, yakni® :

dap data yang

oleh pihak TNI

anggulangan praktek

prostitusi d , : 1 dilé ole : si.Pamong Praja dalam

pernyataan Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru.®?

% Hasil Wawancara Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru (Langkah Awal), tanggal 27 Juli
2022

®! https://id.wikipedia.org/wiki/Pengawasan Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022
®? Hasil Wawancara Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru tanggal 27 Juli 2022
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“ Upaya penanggualang yang dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru yaitu
dengan mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan isu-isu maupun

pengaduan dari masyarakat tentang kegiatan prostitusi baik yang terjadi di

i.dengan penurunan intel

e 'o..
-

n |
o
ﬁt 3
kukan secara tegas
‘ g
ara
el

setelah dilakukannya

baru,®®
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dinas sosial atau pun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak untuk dilakukan pembinaan yang lebih lanjut”

® Hasil Wawancara Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru (Penindakan), tanggal 27 Juli
2022
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Adapun beberpa tingkatan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru
dalam penangkapan PSK dan pengguna dari hasil razia ini yang terbukti telah

melakukan pelanggaran Perda kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban

omerswﬁ

1) Pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
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2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah

pelanggaran.

tempat-tempa Setels : . daklanjuti dengan
membuat sura ataa an - berjanji- tic 0 i perbuatannya.

Tindakan selaniju | al arga L ya dibawa pulang
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor per : i Kota Pekanbaru dapat

merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan

sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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B. Saran
Berdasarkan Kesimpulan yang telah penulis uraikan, selanjutnya penulis

berupaya untuk memberikan saran-saran untuk untuk melengkapi penelitian ini.

agar untuk lebih
a bersaing didunia
agar tidak mudah

ewah yang diperoleh
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